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Ahdiyat. Dasar Hukum Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
dalam Jabatan. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Penggelapan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi 
di masyarakat yang termasuk dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. 
Kejahatan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat menjadi fenomena yang terus 
menjadi sorotan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan memperoleh 
sesuatu barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak 
syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan pribadinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana 
penggelapan dalam hukum pidana di Indonesia dan dasar hukum sanksi pidana 
terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 
102/Pid.B/2020/PN Bbs. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library 
research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan 
menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah analisa data kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 1) Bentuk tindak pidana 
penggelapan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam KUH Pidana dalam 
Pasal 372-377. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan tersebut yaitu 
tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372), penggelapan ringan 
(Pasal 373), penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374-375), 
dan penggelapan berkaitan dengan wasiat/keluarga (Pasal 376). Ketentuan tentang 
Pasal 376 KUH Pidana, maka penggelapan terhadap keluarga merupakan delik 
aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban 
penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak berwenang, 2) Dasar hukum 
sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan 
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs adalah Pasal 374 KUH Pidana Jo.Pasal 64 ayat 
(1) KUH Pidana dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun. Majelis hakim sudah benar dalam perkara tersebut 
memilih alternatif kedua dimana perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan 
tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara terus menerus sebagai perbuatan 
yang dilanjutkan. Digunakannnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan 
karena kejahatan tersebut ada kaitannya dengan hubungan kerja. 
 




Ahdiyat. Legal Basis of Criminal Sanctions for the Crime of Embezzlement in 
Position. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti 
University Tegal. 2021. 
Embezzlement is a form of violation that often occurs in society which is 
included in the type of crime against property. This crime that occurs in people's 
lives is a phenomenon that continues to be in the spotlight. These acts are acts of 
obtaining goods by force, seduction and deceiving others illegally and harming 
others with the intention of benefiting themselves.  
This study aims to determine the form of criminal acts of embezzlement in 
criminal law in Indonesia and the legal basis for criminal sanctions against 
criminal acts of embezzlement in office in Decision Number 102/Pid.B/2020/PN 
Bbs. The type of research is library research with a normative legal research 
approach. The data used using secondary data. The data analysis used in this 
research is qualitative data analysis.  
The results of the study concluded that 1) The form of criminal acts of 
embezzlement in criminal law in Indonesia is regulated in the Criminal Code in 
Articles 372-377. The forms of embezzlement are criminal acts of embezzlement 
in the main form (Article 372), light embezzlement (Article 373), embezzlement 
in aggravated forms (Article 374-375), and embezzlement related to wills/family 
(Article 374-375). 376). According to Article 376 of the Criminal Code, 
embezzlement of a family is a complaint offense or prosecution can only be 
carried out if the victim of embezzlement submits a report to the authorities, 2) 
The legal basis for criminal sanctions against criminal acts of embezzlement in 
office is in Decision Number 102/Pid.B/2020/PN Bbs is Article 374 of the 
Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code 
by imposing a sentence on the Defendant with a prison sentence of 2 (two) years. 
The panel of judges was correct in that case choosing the second alternative where 
the defendant's actions were proven to have committed a criminal act of 
embezzlement in office continuously as a continuing act. The use of the crime of 
embezzlement in office because the crime has something to do with work 
relations.  
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1. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situlah masa depan negeri. 
(Najwa Shihab) 
2. Pada akhir hidup, kita tidak akan dinilai oleh berapa banyak ijazah yang telah 
kita terima, berapa banyak uang yang telah kita buat, berapa banyak hal-hal 
besar yang telah kita lakukan. (Mother Teresa) 
3. Uang hanyalah alat. Itu akan membawamu ke mana pun kamu inginkan, tetapi 
tidak akan menggantikan kamu sebagai pengemudi. (Ayn Rand) 
4. Jika kamu bekerja hanya untuk uang, kamu takkan pernah sukses. Tetapi, 
jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan dan selalu mengutamakan 
kepentingan pelanggan, kesuksesan akan ada di tanganmu. (Ray Kroc) 
5. Uang itu seperti cinta; perlahan dan menyakitkan membunuh orang yang 
menahannya, dan menghidupkan orang lain yang menyalakannya pada 
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A. Latar Belakang  
Seiring berkembangnya zaman diikuti juga dengan perkembangan 
tindak kriminal yang terjadi. Hal ini tidak lepas dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga modus tindak 
pidana tersebut pun semakin canggih. Kondisi ini sangat mempengaruhi 
berbagai oknum untuk melakukan atau menghalalkan segala cara yang dapat 
berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang 
yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. 
Kejahatan atau pelanggaran dibentuk oleh suatu perbuatan yang 
dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan membahayakan suatu 
kepentingan hukum. Adanya penetapan larangan melakukan suatu perbuatan 
disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya 
atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan 
perlindungan hukum atas kepentingan hukum tersebut. Tujuan dari hukum 
adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada 
prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam 
untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.1  
Hukum mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yaitu 
pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk 
                                                 
1 Warjiyati, Sri, Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum, Kencana, 




memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk 
menciptakan keadaan tertentu. Mematuhi hukum merupakan salah satu bentuk 
dari menjunjung hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh 
kesadaran hukum dan keihlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara 
yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. 
Anggapan bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan hukum harus 
dibuktikan dahulu kebenarannya dengan cermat dan teliti karena adanya 
praduga tak bersalah (persumption of innocent).2 
Penggelapan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering 
terjadi di masyarakat. Penggelapan tergolong dalam bagian kejahatan yang 
diatur dalam KUH Pidana (buku dua) Pasal 372-377, termasuk di dalam jenis 
kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan ini terjadi dalam kehidupan 
masyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Pencurian, 
penipuan, pemerasan, dan penggelapan merupakan perbuatan-perbuatan yang 
dapat dihukum penjara selama-lamanya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. 
Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan memperoleh sesuatu 
barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak 
syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan 
pribadinya.3 
Penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana penggelapan yang 
akan dibahas berdasarkan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs. Pada kasus ini 
                                                 
2 Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 
Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 271. 





merupakan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang 
dilakukan Terdakwa Lolo Octora sebagai Kepala Bagian Umum pada RSIA 
Permata Insani. Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang yaitu bertanggung 
jawab dalam segala aspek yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan 
bagian umum di rumah sakit dan merencanakan, melaksanakan, membina, dan 
membantu semua kegiatan pelayanan bagian umum dirumah sakit sesuai 
dengan ketentuan perundang-udangan, garis kebijakan rumah sakit dan 
peraturan lain yang dibuat dalam rangka mempertegas dan membantu serta 
tanggung jawab masing-masing staf. 
Terdakwa juga secara lisan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab 
secara lisan oleh Direktur RSIA Permata Insani yaitu terkait dengan masalah 
keuangan yang salah satunya meliputi: 
1. Pembayaran pajak PPH 25, 23, 21 RSIA Permata Insani; 
2. Pembayaran yang berkaitan dengan pihak kedua yang terkait dengan 
pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA Permata Insani yang 
dilakukan oleh PT Gema Putra Buana dan PT Artama; 
3. Pembayaran yang berkaitan dengan BPPD (Biaya pengganti pengelolaan 
darah) PMI Cabang Brebes. 
Tugas tersebut Terdakwa jalankan sejak bulan Februari 2018 sampai 
dengan bulan Nopember 2019. Terdakwa telah melakukan perhitungan 
terhadap pajak tersebut dalam kurun waktu setiap bulan maka dalam kurun 
waktu bulan Februari tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember tahun 




selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan yang merupakan bawahan Terdakwa 
dengan alasan untuk membayar PPH 25, 23 dan 21 tersebut setiap bulannya 
dalam kurun waktu bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 
2019 dengan jumlah nominal uang pajak yang sudah dimintakan yaitu sebesar 
Rp 374.868.397,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus enam puluh 
delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 
Ketika Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi Ida Nurfiyanti 
tersebut, Terdakwa tidak mau memberikan atau menandatangani bukti tanda 
terima, dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi Ida Nurfiyanti selaku bawahan 
Terdakwa untuk percaya kepada Terdakwa kalau uang tersebut nantinya akan 
dibayarkan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukkannya. Saksi Ida 
Nurfiyanti yang percaya atas perkataan Terdakwa kemudian menyerahkan 
uang untuk pembayaran pajak PPH 25, 23 dan 21 tersebut secara bertahap 
setiap bulannya. Namun setelah Terdakwa meminta uang untuk pembayaran 
pajak tersebut secara bertahap setiap bulannya, Terdakwa tidak kunjung 
membayarkan uang pembayaran pajak tersebut kepada Kantor Pajak Pratama 
Tegal, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. 
Tidak hanya terkait dengan Pembayaran pajak PPH 25, 23, 21 RSIA 
Permata Insani. Hal tersebut juga dilakukan Terdakwa terkait dengan 
Pembayaran yang berkaitan dengan pihak kedua yang terkait dengan 
pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA Permata Insani yang 
dilakukan oleh PT Gema Putra Buana dan PT Artama, dan Pembayaran yang 




Brebes. Setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil dari perbuatannya, maka 
yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya adalah mempergunakan uang 
bukan untuk peruntukkannya namun uang tersebut dipergunakan oleh 
Terdakwa kepentingan tanpa seijin dari pemiliknya seolah-olah uang tersebut 
adalah miliknya, yang mana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk 
membeli 1 (satu) unit KBM Merk Suzuki Jenis Karimun Warna biru metalik, 
membeli 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, dan sisanya dipergunakan oleh 
Terdakwa untuk bersenang-senang untuk jalan-jalan. 
Cleiren menjelaskan inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan 
kepercayaan kepada orang yang menggelapkan tersebut. Batas klasik antara 
penggelapan dan pencurian adalah pada pencurian mengambil barang yang 
belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di 
dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan beruat atau delik 
komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan adalah waktu dan tempat 
dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.4 
Berdasarkan uraian masalah di atas, perbuatan penggelapan merupakan 
perbuatan memperoleh sesuatu barang dengan rayuan dan memperdaya orang 
lain secara tidak syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk 
menguntungkan pribadinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dalam bentuk Skripsi dengan judul “Dasar Hukum Sanksi Pidana Terhadap 
Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.” 
                                                 
4  Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicien) di dalam KUHP, Sinar 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk membatasi 
permasalahan penelitian penulis merumuskan permasalahan ke dalam dua 
pertanyaan penelitian. 
1. Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana di 
Indonesia? 
2. Bagaimana dasar hukum sanksi pidana terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana 
di Indonesia. 
2. Untuk menganalisis dasar hukum sanksi pidana terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak 
terkait dengan penelitian ini. Manfaat penelitian ini, antara lain:  
1. Secara teoritis, dijadikan bahan kajian lebih mendalam untuk melahirkan 
beberapa konsep ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 
perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya dalam hal tindak 




menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi referensi 
penelitian sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis, sebagai salah satu pertimbangan dan masukan bagi 
pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, 
sehingga hukum tidak berjalan tebang pilih tetapi bersikap adil bahwa 
semua orang sama di mata hukum. Aparat penegak hukum yang 
menangani perkara terkait tidak pidana penggelapan dalam jabatan tidak 
ragu-ragu menerapkan sanksi yang tepat untuk memberi efek jera para 
pelaku. 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun hasil penelusuran peneliti 
terhadap penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan peneliti sebagai bahan 
rujukan, berikut beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan. 
Anhar,5 “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut”. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana 
                                                 
5 Anhar, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan 





penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. Metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis 
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis 
yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, 
barang bukti, keterangan terdakwa, petunjukserta diperkuat dengan keyakinan 
hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih 
cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 5 
(lima) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim 
terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakuknya sendiri 
dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan 
kejahatan. Pemberiaan efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (prevency 
effect) disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang 
tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat 
akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping 
adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi 
(prevensi special).  
Massie,6 “Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan 
Berdasarkan Pasal 415 KUHP”. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan ketentuan 
yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Metode penelitian 
menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  Adapun  hasil  penelitian  
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disimpulkan bahwa faktor-fakto penyebab terjadinya tindak pidana 
pengelapan dalam jabatan meliputi: Mentalitas seseorang, pemenuhan 
kebutuhan, adanya niat dan kesempatan, sifat tamak dari manusia. Ketentuan 
juridis tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan diatur di 
dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan 
tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak 
pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk 
pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur 
khusus yang memberatkan.  
Wurangian,7 “Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374) 
sebagai Bagian dari Kejahatan terhadap Harta Kekayaan”. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana pengaturan 
tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP dan 
bagaimana praktik penerapan tindak pidana penggelapandalam jabatan 
menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015. Metode 
penelitan yuridis normatif. Hasi penelitian disimpulkan pengaturan tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP yaitu harus 
dibuktikan adanya semua unsur penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur bahwa pelaku adalah orang yang 
penguasaanya terhadap barang disebabkan: (a) karena ada hubungan kerja; 
atau (b)  karena  pencarian; atau  (c)  karena mendapat  upah untuk itu. Praktik  
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penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1243 K/Pid/2015, yaitu jika majikan memberikan sejumlah 
uang kepada buruh untuk melakukan pembayaran sesuai tugasnya sebagai 
kasir maka pemberian itu merupakan tindakan dalam hubungan kerja, yang 
menjadi dasar untuk pengenaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan 
(Pasal 374 KUHP), bukan pemberian dalam hubungan keperdataan antar 
pribadi (pinjam meminjam pribadi, dan sebagainya). 
Amelia,8 “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
dalam Jabatan”. Riset ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai 
law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan 
demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, 
keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi 
juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku 
yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Hasil penelitian 
disimpulkan bahwa hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan 
sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan 
hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pertimbangan 
hakim   dalam   menjatuhkan   putusan   dalam   perkara   ini   majelis   hakim  
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mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan 
saksi, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan 
unsur delik juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa.  
Thesar & Nurjannah,9 “Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”. 
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari 
penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap 
tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum 
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP 
hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam rana 
jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu 
memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara 
khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada putusan PN 
Makassar No:411/B/2019/PN Mks mengenai tindak pidana penggelapan 
dalam jabatan terhadap tersangka One Agung Sanjaya bahwasanya dakwaan 
jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi 
sanksi yang diberikan oleh maelis hakim terlalu ringan, majelis hakim bisa 
saja memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut 
umum dengan mempertimbangkan unsur pemberatan pada pasal 374 KUHP. 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.10 Penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan 
melalui mengumpulkan data atau karya ilmiah dengan obyek penelitian atau 
pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan 
untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada 
penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. 
Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 
sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, 
norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, 
serta doktrin.11 Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan 
hukum, sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa 
hukum.  
Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk 
mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum 
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positif yang berlaku.12 Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa 
telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut 
hukum.13  
3. Sumber Data 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah bahan pustaka, peneliti harus 
mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi 
ilmiah ituakan diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan data 
sekunder. Adapun beberapa sumber data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian kepustakaan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi 
statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan 
internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.14 Adapun data sekunder 
tersebut berupa:  
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan 
perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.15 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku 
teks  yang ditulis oleh  ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,  
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pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil 
simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.16 Bahan 
hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang 
relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan 
dengan judul penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder.17 Bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, 
surat kabar, artikel, internet. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.18 Teknik 
pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, 
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library 
research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan 
melalui data tertulis.19  
Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap 
berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori 
tentang hukum, majalah hukum, jurnaljurnal hukum dan bahan-bahan kuliah 
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serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan. Sedangkan studi 
dokumen dilakukan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan 
penelitian yaitu kasus tentang tindak pidana pengelapan dalam jabatan di 
Pengadilan Negeri Brebes.  
5. Metode Analisis Data  
Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan 
studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan 
memberikan interprestasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan 
obyektif, yang diatur, diurutkan, dan dikelompokkan dengan memberikan 
kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan fenomena tertentu 
secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya, diberikan interprestasi 
melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan 
dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan 
G. Sistematika Penulisan  
Suatu penelitian sudah tentu memerlukan sistematika penulisan. 
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi 
ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini berisi teori-teori terkait dengan 
penelitian ini, meliputi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan 




Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai bentuk tindak pidana 
penggelapan dalam hukum pidana di Indonesia dan dasar hukum 
sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada 
Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 







A. Tinjauan tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana digunakan dalam pembentukan undang-undang dengan 
perkataan strafbaar feit. Kata feit itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang 
berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang strafbaar berarti “dapat 
dihukum”, hingga secara harafiah perkataan strafbaar feit itu dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, 
yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang 
dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 
kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.20 
Menurut Widnyana, ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa 
belanda, yaitu strafbaar feit dan istilah delict yang memiliki makna sama. 
Delict diartikan dengan delik saja, sedangkan strafbaar feit dalam bahasa 
Indonesia memiliki beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat. Istilah 
“strafbaar feit” sendiri merupakan bahasa Belanda terdiri atas tiga kata, yaitu 
straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit 
yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.21 Adami Chazawi 
menyatakan strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
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tiga kata yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata 
straf diterjemahkan dengan pidana. Perkataan baar diterjemahkan dengan 
dapat dan boleh. Sementara untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.22 
Simons menjelaskan strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam pidana dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan 
dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Selanjutnya Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang 
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 
hukum, patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.23 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 
beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut.24 Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 
pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.25 
Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi 
persoalan  sepanjang  penggunaannya  disesuaikan  dengan   konteksnya   dan  
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dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah digunakan 
bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk 
menunjukkan maksud yang sama.26 Roeslan Saleh, menyatakan tindak pidana 
adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan 
yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan 
pada perasaan hukum masyarakat. Jadi, sesuatu perbuatan pidana memiliki 
arti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya 
tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.27 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara 
sederhana bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila 
dilakukan atau diwujudkan, pelakunya bisa dihukum. Tindak pidana diartikan 
sebagai kelakuan manusia yang melawan hukum dan patut dipidana serta 
dilakukan dengan kesalahan yang dirumuskan dalam undang-undang, 
Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan 
perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap 
mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan dari segi masyarakat 
menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana pada hakikatnya harus terdiri dari unsur-unsur 
fakta dari pembuatnya, mengandung kelakuan dan akibat yang ditumbulkan 
karenanya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
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dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut teoritis dan yang kedua dari sudut 
undang-undang. Teoritis berasal dari para ahli sedangkan sudut undang-
undang berasal dari pasal-pasal peraturan undang-undang yang ada.  
Secara teoritis menurut Prasetyo, tindak pidana memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana 
tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:  
1) Sifat melanggar hokum 
2) Kualitas si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 
(1) KUHP 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 




4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahuu.  
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 380 KUHP.28 
Secara undang-undang dalam Buku II KUH Pidana (memuat rumusan-
rumusan perihal tindak pidana yang masuk dalam kelompok kejahatan. Dan 
Buku III mengatur tentang pelanggaran. Dalam KUHPidana terdapat 
rumusan-rumusan tindak pidana diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu:  
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.29 
Kesebelas unsur di atas, diantaranya ada dua unsur yaitu kesalahan 
melawan hukum yang dimaksud unsur subyektif, sedangkan selebihnyan 
berupa  unsur  obyektif.  Unsur  subyektif  ialah  semua  unsur  yang mengenai  
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batin atau melekat pada keadaan batin orangnya sedangkan unsur subyektif 
adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, 
yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat pada sebuah objek tindak pidana. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  
Tidak pidana terdapat jenis-jenisnya, berikut yang merupakan jenis-
jenis dari tindak pidana: 
a. Kejahatan dan pelanggaran. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara 
kedua jenis delik itu ada berpedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran 
ini lalu di dapati dua jenis delik, yaitu;  
1) Rechtdelicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
terlepas apakah perbuatan itu di ancam pidana dalam suatu undang-
undang atau tidak, jadi yang bener-benar dirasakan oleh masyarakat 
sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. 
Delik-delik ini di sebut “kejahatan’. 
2) Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai 
tindak pidana karena undang-undang menyebut sebagai delik, jadi 
karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: 
memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini 
disebut “pelanggaran”. 
Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 




kriteria pada perbedaan yang di lihat dari segi kriminologi, adalah 
“pelanggaran”itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. 
b. Delik formal dan delik materil (delik dengan perumusan secara formal dan 
delik dengan perumusan secara materil) 
1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada perbuatan yang di larang. Delik tersebut telah selesai dengan di 
lakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. 
2) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada 
akibat yang tidak di kehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai 
apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi. Kalau belum 
maka paling banyak hanya ada percobaan. 
3) Delik cimmisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis 
perommisionen commissa. Delik commisionis: delik yang berupa 
pelangaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, 
pencurian, pengelepan, dan penipuan. 
4) Delik ommisionis: delik yang berupa pelangaran terhadap perintah, 
adalah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan/yang di haruskan, 
misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 
KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 
531 KUHP). 
5) Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa 
pelangaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat di 




membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338,340 
KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta 
api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP) 
c. Delik dan delik culpa. 
1) Delik dolus: delik yang membuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 
197, 245, 263, 310, 338 KUHP. 
2) Delik culpa: delik yang membuat kealpaan sebagai salah satu unsur 
misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP. 
d. Delik tuggal dan delik berangkai. 
1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. 
2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan 
beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penahanan sebagai 
kebiasaan) KUHP. 
e. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai. 
1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa 
keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) 
2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang 
mencangkup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat 
tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar. 
f. Delik aduan atau delik laporan. Delik aduan: delik yang penuntutannya 
hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 




KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan 
ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP). Delik 
aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:  
1) Delik-delik aduan yang absolut, misalnya: pasal 284,310,332 KUHP. 
Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat ditutut berdasarkan 
pengaduan.  
2) Delik aduan yang relatif misal: pasal 367 KUHP, disebut relatif karena 
dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan 
orang yang terkena. 
g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatanya/peringannya. Delik 
yang memberatkannya, misal: penganiayan yang menyebabkan luka berat 
atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu 
malam hari dan sebagainya (pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman 
pidanya di peringan karena di lakukan dalam keadaan tertentu, misal: 
pembunuhan terhadap anak-anak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut 
geprivelegeerd delict. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 
KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). 
h. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik 
ekonomi. Apa yang di sebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam 
Pasal 1 Undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi. 
Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Bab XXIV (Buku II) 
Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Pasal 372-377 KUHP), Selain 




417 yang merupakan tindak pidana pengelapan dalam jabatan, yang sudah di 
masukkan ke dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999. 
B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana  
1. Pengertian Sanksi Pidana  
Sanksi pidana diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, 
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan 
hukuman pidana.30 Kata sanksi diambil dari bahasa Belanda, yaitu Sanctie. 
Sanksi dalam konteks hukum berarti hukuman yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.31  
Awalnya hanya ada satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa 
hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, 
sanksi pidana tujuanya adalah retributive atau menurut pandangan modern 
adalah adanya pencegahan. Sanksi memuat inti berupa suatu ancaman pidana 
pada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi memiliki tugas agar 
norma yang ditetapkan ditaati dan dilaksanakan, sehingga merupakan alat 
pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku dalam masyarakat.32 
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana  
atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
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merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan 
manusia itu sendiri.33 
Ali menyimpulkan pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu 
pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan 
suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan 
oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang 
dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan 
tindak pidana lagi.34  
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat penulis simpulkan 
bahwa sanksi merupakan sebuah langkah hukuman yang dijatuhkan negara 
atau kelompok, dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi banyak digunakan 
sebagai penghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Sanksi pidana 
adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah 
hukumnya. Orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk 
penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. 
2. Tujuan Sanksi Pidana  
Tujuan pemidanaan pada intinya mencegah dilakukannya kejahatannya 
pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan 
untuk mengetahui sifat dasar dari pidana, bahwa dalam kontes dikatakan 
penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Menurut 
                                                 
33 Andrisman, Tri, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, 
Bandar Lampung, 2009, hlm. 8. 




Schwartz dan Skonlick, sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang melakukan perbuatan 
yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana, dan menyediakan saluran 
untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.35  
Pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. 
Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan 
sengaja. Jadi sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 
dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun 
dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun sebagai salah satu 
upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana 
dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.  
3. Macam-Macam Sanksi Pidana  
Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan 
di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah 
melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini bervariasi, seperti 
pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 
denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak 
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tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim 
merupakan pidana tambahan.36 
Macam-macam sanksi menurut hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10, bahwa pidana terdiri dari: 
a. Pidana Pokok, terdiri dari: 
1)  Pidana Mati, hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, tetapi 
melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. 
Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana merupakan sanksi paling 
tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat 
dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan 
bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya 
terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.37 
2) Pidana Penjara, pidana pokok yang berwujud pengurungan atau 
perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana 
penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan 
yang dilakukan dengan memberikan penderitaan pada terpidana karena 
telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, namun 
juga mempunyai tujuan lain yaitu ungtuk membina dan membimbing 
terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik 
dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.38 
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4) Pidana Kurungan (Hechtenis), adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si 
terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu 
dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan 
kemerdekaan orang.39  
5) Pidana Denda, adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, 
dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit 
dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP 
apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, 
yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 
enam bulan. 
6) Pidana Tutupan, dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini 
dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita 
Republik Indonesia Tahun II No. 24. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya 
sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih 
pada tempatnya.” Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur 
tersendiri dalam Peraturan Pemerintah 1948 No. 8. Dalam peraturan 
                                                 




ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, 
antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.40 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara 
tersendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan 
sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di 
dalam Pasal 10 KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu, pidana 
perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.41 
1) Pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Vos, pencabutan hak-hak 
tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan 
pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua 
hal, antara lain tidak bersifat otomasis dan jangka waktu pencabutan 
hak oleh hakim. 
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan 
merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenakan atas 
barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan untuk semua barang. 
Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP.42 
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3) Pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini 
hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan 
suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 
suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada 
seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap 
si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 
mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.43 
Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 KUHP. 
C. Tinjauan tentang Penggelapan 
1. Pengertian Penggelapan 
Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 
sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang 
menggunakan barang secara tidak sah.44 Pasal 374 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Penggelapan yang dilakukan 
oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” 
Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan 
berdasarkan Pasal 372 KUHP, bahwa perkataan verduistering dalam bahasa 
Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi 
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masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), tidak diartikan yang 
sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Lebih 
mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang 
menguasai suatu benda (memiliki).45 Penggelapan yaitu perbuatan mengambil 
tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan 
bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun 
swasta.46 
Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa penggelapan adalah 
digelapkannya suatu barang yang harus di bawah kekuasaan si pelaku, dengan 
cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang 
punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi 
kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya 
oleh yang berhak atas suatu barang. Penggelapan adalah suatu perbuatan 
menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan 
padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil 
kejahatan. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam pokok diatur 
dalam Pasal 372 KUH Pidana, dan memiliki unsur sebagai berikut: 
 
 
                                                 





a. Unsur Subyektif  
1) Dengan sengaja 
Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subyektif di dalam 
tindak pidana penggelapan yaitu unsur yang melekat pada tindak 
pidana maupun pada prilaku pelakunya. Agar seorang dapat 
dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur yang 
disyaratkan dalam rumusan Pasal 372 KUH Pidana, maka di siding 
pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat 
membuktikan bahwa pelaku benar-benar: 
a) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara 
melawan hukum. 
b) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda indin dikuasainya 
adalah milik orang lain. 
c) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena 
kejahatan.47 
Kesengajaan yang ditunjukan pada semua unsur yang ada di 
belakangnya harus dibuktkan di persidangan. Jika kehendak dan 
pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksudkan bisa 
dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa 
memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 372 KUH Pidana. 
Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak atau 
                                                                                                                                     





pengetahuan-pengetahuan terdakwa maka hakim harus menjatuhkan 
putusan bebas. 
2) Unsur melawan Hukum 
Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dan pencurian 
antara lain: 
a) Tentang perbuatan materiilnya, pada penggelapan adalah mengenai 
perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan 
mengambil. Pada penggelapan unsul memiliki adalah unsur 
tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan 
disyaratkan padaselesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, 
sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan unsur 
memiliki. 
b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada 
pencurian, benda tersebut berada ditangan pelaku akibat dari 
perbuatan mengambil, berarti benda tersebut dalam kekuasaannya 
karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan, tidak 
benda tersebut dalam kekuasaanya karena perbuatan-perbuatan 
yang sesuai dengan hukum.48 
b. Unsur Obyektif  
1) Barang siapa, menunjukan pada orang, yang apabila orang tersebut 
memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak 
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pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak 
pidana yang bersangkutan.49 
2) Menguasai secara hukum (zich wederrechtellijik toeeigenen), 
menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiiknya. Dimana pelaku ingin 
menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila 
penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak mana 
benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, maka ini tidak 
memenuhi unsur dalam pasal ini.50  
3) Suatu benda (eenig goed), Perbuatan menguasai suatu barang yang 
berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di 
atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat 
kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat 
ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau 
bergerak. Menurut Adami Chazawi dalam penjelasannya mengenai 
unsur ini menjelaskan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam 
kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dengan sangat 
erat dengan barang itu, yang menjadi indicator ialah, dia dapat 
melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain 
terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud 
dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi benda-benda tidak 
berwujud dan tetap.51 
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4) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Unsur ini mengandung 
pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda 
yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi 
harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau 
benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi 
objek penggelapan. 
Berdasarkan penjelasan di atasa, maka dalam tindak pidana 
penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain 
secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang 
dimiliki oleh orang lain. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang 
dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang 
berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan 
negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana di Indonesia  
Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan 
telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377.52 Tindak pidana 
penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan 
atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah di 
lakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan 
masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, 
baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. 
Tidak pidana penggelapan dalam hukum Pidana di Indonesia diatur 
dalam KUH Pidana. Adapun bentuk tindak pidana penggelapan dalam KUH 
Pidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: 
1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok 
Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam 
Pasal 372 KUH Pidana, yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki 
barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya 
ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali 
enam puluh rupiah.” 
                                                 





Dari rumusan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan 
dalam bentuk pokok terdiri atas: 
a. Unsur subyektif 
Dengan sengaja (opzettelijk) 
b. Unsur objektif 
1) Barang siapa 
2) Menguasai secara hokum 
3) Suatu benda 
4) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
5) Berada padanya bukan karena kejahatan.53 
Pada tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok ini 
merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 
362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada 
di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada 
penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat 
tidak dengan jalan kejahatan, misalnya barang tersebut dipinjam, disewa, 
atau dititipkan.  
2. Tindak pidana penggelapan ringan 
Tindak pidana penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUH 
Pidana yang menjelaskan bahwa: 
“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan 
bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, 
sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
denda paling banyak enam puluh rupiah.” 
                                                 




Pengelapan ini merupakan penggelapan ringan, diatur dalam Pasal 
372 KUH Pidana. Adapun unsur objektif, yaitu, memiliki; barang yang 
seharusnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada padanya atau 
dikuasainya bukan karena kejahatan, ditanbah unsur yang meringankan, 
yaitu bukan ternak dan harga tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur 
subjektifnya, yaitu dengan sengaja dengan melawan hukum.  
Penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUH Pidana menjadi 
ringan, letak dari objeknya bukan ternaknya dan nilainya tidak lebih dari 
Rp. 250,00. Jadi, terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan 
ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,00 tersebut adalah 
nilai menurut umunya, bukan menurut korban/petindak orang tertentu.54 
3. Tindak Ppidana dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Gequalifiseerd 
Verduistering) 
Tindak pidana dalam bentuk-bentuk yang diperberat diatur dalam 
Pasal 374-375 KUH Pidana.  
Pasal 374 KUH Pidana, berbunyi: 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau 
karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.” 
 
Pengelapan ini dinamakan sebagai penggelapan pemberatan yang 
diatur dalam Pasal 374 KUHP. Unsur yang memberatkan ada pasal ini 
yaitu “hubungan kerja” dimana hubungan kerja yang terjadi adanya 
                                                 




perjanjian balik secara lisan maupun tertulis. Adapun unsur-unsur yang 
terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini, yaitu: 
a. Unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena 
kejahatan, hubungan kerja secara pribadi, hubungan kerja dalam mata 
pencaharian atau profesinya, memperoleh upah uang. 
b. Unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum. 
Unsur pemberatan-pemberatan di antaranya: 
1) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang di gelapkan karena 
hubungan pekerjaanya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya 
perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau 
majikan dan buruh. 
2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), 
misalnya tukang binatu mengelapkan pakaian yang dicucikan 
kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagiannya. 
Mengelapkan sepatu, jam, sepeda yang di serahkan kepadanya 
untuk di perbaiki. 
3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang merupai barang), 
misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang 
dengan upah uang, barang itu di gelapkannya. 
Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri, apabila pegawai negeri 
itu menggelapkan, uang atau surat berharga yang disimpan karena 




yang dipakai untuk kekuasaanya yang berhak atau surat akta, surat 
keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatanya, dikenakan dengan 
Pasal 417. Dalam rumusan pengelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 yang 
merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah 
dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 dan telah dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab 
XXVIII). 
Pasal 375 KUH Pidana, berbunyi: 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi 
barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, 
pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau 
yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” 
 
Penggelapan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena 
kewajibannya sebagai dari akibat dari hubungan orang itu dengan barang-
barang yang harus diurusnya. 
4. Tindak pidana penggelapan berkaitan dengan wasiat/keluarga  
Tindak pidana penggelapan berkaitan dengan wasiat diatur dalam 
Pasal 376 KUH Pidana. Ketentuan pasal 376 KUH Pidana yaitu tindak 
pidana penggelapan yang pelakunya atau pembatu tindak pidana tersebut 
masih dilingkungan keluarga. Adapun unsur objektifnya, yaitu memiliki: 
barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada 






a. Hubungan kerja secara pribadi; 
b. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya: 
c. Memperoleh upah uang.  
Ditambah unsur: 
a. Orang yang diberikan barang untuk di simpan: 
b. Barang pada mereka karena jabatannya.(Wali, pengampu, kuasa atas 
harta kekayaan yang di tinggalkan pemiliknya, pengurus yang 
menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan). 
Sedangkan unsur subjektifnya yaitu: dengan sengaja dan dengan 
melawan hukum. Penggelapan dalam keluarga, yaitu aturan-aturan yang 
diterangkan dalam Pasal 376 KUH Pidana (pencurian dalam keluarga) 
berlaku bagi kejahatan. Unsur peberatan dalam pasal ini, bahwa benda 
yang di kuasai itu ada pada pelaku, yaitu: 
a. Karena keadaan terpaksa telah di serahkan kepadanya untuk di simpan;  
b. Dalam keadaanmya sebagai seorang wali: 
c. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu; 
d. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa: 
e. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat; 
f. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan 
atau suatu yayasan. 
Berdasarkan Pasal 376 KUH Pidana, Tongat pada bukunya 




1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 
melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang 
antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak 
terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat 
dilakukan penuntutan. 
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 
melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang 
diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja 
dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah 
keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping 
sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan 
penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan. 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bentuk 
tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam 
KUH Pidana yang termaktub dalam Pasal 372-377. Adapun bentuk-bentuk 
tindak pidana penggelapan tersebut yaitu tindak pidana penggelapan dalam 
bentuk pokok (Pasal 372), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan 
dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374-375), dan penggelapan 
berkaitan dengan wasiat/keluarga (Pasal 376). Mencermati penjelasan 
tersebut, ketentuan tentang Pasal 376 KUH Pidana, maka penggelapan 
terhadap keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan 
penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya 




B. Dasar Hukum Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
dalam Jabatan pada Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs. 
Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum 
positif di Indonesia seperti yang telah dibahas sebelumnya adalah hukum 
tertulis yang tercantum dalam KUH Pidana. Dasar hukum terhadap 
penggelapan dimuat dalam KUH Pidana. Tindak pidana penggelapan yang 
dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki jabatan dapat 
diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di 
dalam KUH Pidana Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari 
penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUH Pidana.  
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah 
swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. 
Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau 
merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak 
menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian 
negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. 
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 
KUHP hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan 




memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka, dikenakan Undang Nomor 8 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 374 dalam 
KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari Pasal 372 KUHP yang merupakan 
penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan 
tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP 
dapat dibuktikan maka Pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. 
Pada bab ini, penulis akan menganalisis dan membahas dasar hukum 
sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan 
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs. Penulis akan memaparkan terlebih dahulu 
kasus posisi, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan amar 
putusan hakim. Pada kasus tersebut Tersangka bernama Lolo Octora Binti 
Tomi Harjadinata yang beralamat di Jalan Raya Terlagu Gg. Mawar Rt. 02 
Rw. 02 Kelurahan Terlagu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Terdakwa 
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 28 
Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 dan diperpanjang oleh 
Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 
2020 dan tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020. 
Kemudian permanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2020 
sampai dengan tanggal 03 September 2020 dan diperpanjang lagi oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan 
tanggal 02 November 2020. 
Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Brebes, pada hari 




bermula Terdakwa yang telah bekerja di RSIA Permata Insani sejak tahun 
2011 dan terakhir pada tanggal 01 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur RSIA Permata Insani Nomor: 035/SK/RSIA.PI/V/2018, tanggal 1 
Mei 2018, maka Terdakwa diangkat dalam jabatan Kabag Umum pada RSIA 
Permata Insani dengan mendapat gaji dan tunjangan dari RSIA Permata Insani 
atas jabatannya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap 
bulannya mempunyai tugas dan wewenang yaitu “Bertanggungjawab dalam 
segala aspek yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan bagian umum di 
rumah sakit dan merencanakan, melaksanakan, membina, dan membantu 
semua kegiatan pelayanan bagian umum di rumah sakit sesuai dengan 
ketentuan perundang-udangan, garis kebijakan rumah sakit dan peraturan lain 
yang dibuat dalam rangka mempertegas dan membantu serta tanggung jawab 
masing-masing staf”.  
Terdakwa juga secara lisan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab 
secara lisan oleh Direktur RSIA Permata Insani yaitu terkait dengan masalah 
keuangan yang Terdakwa jalankan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan 
bulan Nopember 2019, meliputi: pembayaran pajak PPH 25, 23, 21 RSIA 
Permata Insani, pembayaran yang berkaitan dengan pihak kedua yang terkait 
dengan pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA Permata Insani 
yang dilakukan oleh PT Gema Putra Buana dan PT Artama, dan Pembayaran 






1. Pembayaran pajak PPH 25, 23, 21 RSIA Permata Insani 
Berawal pada waktu-waktu dan tempat yang telah disebutkan di 
atas Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala bagian umum dan 
administrasi melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 
kepadanya untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh RSIA 
Permata Insani Brebes ke Kantor Pajak Pratama Tegal meliputi: 
a. Pajak PPH 25 yaitu pajak yang harus dibayarkan RSIA Permata Insani 
berkaitan dengan pendapatan RSIA Permata Insani selama satu bulan; 
b. Pajak PPH 23 yaitu pajak yang harus dibayarkan RSIA Permata Insani 
yang berkaitan dengan kerjasama antara RSIA Permata Insani dengan 
pihak kedua yaitu antara lain cleaning servis yang telah memberikan 
jasa kebersihan kepada pihak RSIA Permata Insani yang dihitung 
selama satu bulan; 
c. Pajak PPH 21 yang berkaitan dengan penghasilan tenaga medis yaitu 
Dokter RSIA Permata Insani selama satu bulan. 
Setelah Terdakwa melakukan perhitungan terhadap pajak tersebut 
dalam kurun waktu setiap bulan maka dalam kurun waktu bulan Februari 
tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember tahun 2019 setiap bulannya 
maka kemudian Terdakwa meminta uang Saksi Ida Nurfiyanti selaku 
Kepala Sub. Bagian Keuangan yang merupakan bawahan Terdakwa 
dengan alasan untuk membayar PPH 25, 23 dan 21 tersebut setiap 
bulannya. Kurun waktu bulan Februari 2018 sampai dengan bulan 




21 yang pajak yang sudah dimintakan Terdakwa kepada bagian keuangan 
dan yang harus dibayarkan oleh RSIA Permata Insani yaitu sebesar Rp 
374.868.397,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus enam puluh 
delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah 
tersebut dalam pembulatan kepada Kantor Pajak Pratama Tegal.  
Ketika Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi tersebut, 
Terdakwa tidak mau memberikan atau menandatangani bukti tanda terima, 
dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi selaku bawahan Terdakwa untuk 
percaya kepada Terdakwa kalau uang tersebut nantinya akan dibayarkan 
oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukkannya. Saksi yang percaya atas 
perkataan Terdakwa kemudian menyerahkan uang untuk pembayaran 
pajak PPH 25, 23, dan 21 tersebut secara bertahap setiap bulannya. Namun 
setelah Terdakwa meminta uang untuk pembayaran pajak PPH 25, 23 dan 
21 tersebut kepada Saksi secara bertahap setiap bulannya, Terdakwa tidak 
kunjung membayarkan uang pembayaran pajak tersebut kepada Kantor 
Pajak Pratama Tegal, melainkan uang yang sudah dimintakan Terdakwa 
untuk pembayaran pajak PPH 25, 23 dan 21 tersebut lalu Terdakwa 
gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. 
2. Pembayaran pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA Permata 
Insani yang dilakukan oleh PT Gema Putra Buana dan PT Artama 
Berawal RSIA Permata Insani menjalin kerjasama untuk 
pengolahan dan pengangkutan limbah dengan dua perusahaan yang 




kerjasama tersebut disebutkan bahwa RSIA Permata Insani selaku pemilik 
limbah medis kemudian menyerahkan limbah medis tersebut kepada PT. 
Gema Putra Buana serta kepada PT. Artama untuk diangkut dan diolah 
dan begitu pula sebaliknya PT. Gema Putra Buana dan juga PT. Artama 
berkewajiban untuk melakukan pengangkutan limbah medis, dan setelah 
keduanya telah melakukan kewajibannya tersebut maka RSIA Permata 
Insani berkewajiban pula melakukan pembayaran jasa pengangkutan dan 
pengolahan limbah medis kepada PT. Gema Putra Buana dan PT. Artama. 
Namun seiring berjalannya waktu yaitu tepatnya dalam kurun 
waktu bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 
2019 PT. Gema Putra Buana maupun PT. Artama telah melaksanakan 
kewajibannya dalam hal pengangkutan limbah medis milik RSIA Permata 
Insani. Selanjutnya PT. Gema Putra Buana menagih biaya pengangkutan 
limbah medis sebesar Rp. 20.677.140,- (dua puluh juta enam ratus tujuh 
puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) dan PT. Artama sebesar Rp. 
10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).  
PT. Gema Putra Buana dan PT. Artama mengirimkan invoice 
pembayaran tersebut kepada RSIA Permata Insani, pihak PT. Gema Putra 
Buana yang diwakili Saksi Chabibul Barnabas dan PT. Artama diwakili 
Saksi Ani Wulandari menghubungi Terdakwa untuk koordinasi dan 
memberitahukan terkait dengan pembayaran jasa kedua perusahaan 
tersebut. Terhadap invoice dari PT. Gema Putra Buana dan PT. Artama 




sebagai kepala bagian umum dan administrasi yang juga melaksanakan 
tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk menghitung 
dan membayar biaya pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA 
Permata Insani yang dilakukan oleh PT Gema Putra Buana dan PT 
Artama. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ida Nurfiyanti 
selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan yang merupakan bawahan Terdakwa 
dengan alasan untuk membayar invoice yang diajukan oleh PT. Gema 
Putra Buana dan PT. Artama dengan jumlah sesuai dengan invoice yang 
diajukan oleh kedua perusahaan tersebut kepada RSIA Permata Insani.  
Terdakwa juga tidak mau memberikan atau menandatangani bukti 
tanda terima ketika menerima uang. Terdakwa juga meyakinkan Saksi Ida 
Nurfiyanti selaku bawahan Terdakwa untuk percaya kepada Terdakwa 
kalau uang tersebut nantinya akan dibayarkan oleh Terdakwa sesuai 
dengan peruntukkannya dan Saksi Ida Nurfiyanti yang percaya atas 
perkataan Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembayaran 
pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA Permata Insani yang 
dilakukan oleh PT. Gema Putra Buana dan PT. Artama tersebut sesuai 
dengan jumlah yang dimintakan sebagaimana invoice yang diajukan oleh 
PT. Gema Putra Buana dengan jumlah total seluruh pengajuan sebesar Rp. 
20.677.140,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus 
empat puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dalam pembulatan 
secara bertahap dan invoice yang diajukan oleh PT. Artama dengan 




sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut 
secara bertahap. 
Setelah Terdakwa meminta uang untuk pembayaran biaya 
pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA Permata Insani yang 
dilakukan oleh PT Gema Putra Buana dan PT Artama secara bertahap 
sesuai dengan invoice yang diajukan. Namun pada gilirannya Terdakwa 
juga tidak kunjung membayarkan uang biaya pengolahan dan 
pengangkutan limbah medis RSIA Permata Insani tersebut kepada PT. 
Gema Putra Buana maupun kepada PT. Artama. Uang yang sudah 
dimintakan Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi 
Terdakwa sendiri. 
3. Pembayaran Biaya Pengganti Pengelolaan Darah PMI Cabang Brebes; 
Berawal bahwa PMI Cabang Brebes adalah pihak yang melakukan 
kerjasama berkaitan dengan kebutuhan darah RSIA Permata Insani dan 
mengirim kebutuhan darah di RSIA Permata Insani dan dalam jangka 
waktu satu bulan. Setelah pihak PMI Cabang Brebes melaksanakan 
kewajibannya maka kemudian pihak PMI Cabang Brebes melakukan 
tagihan atau invoice kepada pihak RSIA Permata Insani yang mana terkait 
dengan tagihan tersebut maka PMI Cabang Brebes yang diwakili oleh 
Saksi Moh. Nizar Muzani menghubungi Terdakwa selaku Kepala Bagian 
Umum dan Admnistrasi yang diberi wewenang untuk melakukan 
pembayaran invoice yang diajukan oleh pihak PMI Cabang Brebes. 




bagian umum, maka Terdakwa selaku kepala bagian umum dan 
administrasi meminta uang dibagian keuangan yaitu Saksi Ida Nurfiyanti 
selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan yang merupakan bawahan Terdakwa 
dengan alasan untuk membayar invoice yang diajukan oleh PMI Cabang 
Brebes dengan jumlah sesuai dengan invoice yang diajukan oleh PMI 
Cabang Brebes tersebut kepada RSIA Permata Insani. 
Ketika Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi Ida 
Nurfiyanti tersebut, maka Terdakwa juga tidak mau memberikan atau 
menandatangani bukti tanda terima. Terdakwa juga meyakinkan Saksi Ida 
Nurfiyanti selaku bawahan Terdakwa untuk percaya kepada Terdakwa 
kalau uang tersebut nantinya akan dibayarkan oleh Terdakwa sesuai 
dengan peruntukkannya. Saksi Ida Nurfiyanti yang percaya atas perkataan 
Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembayaran Biaya Pengganti 
Pengelolaan Darah tersebut sesuai dengan jumlah yang dimintakan setiap 
bulannya dengan jumlah total seluruh pengajuan sebesar Rp 38.520.000,- 
(tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar 
jumlah tersebut secara bertahap. Setelah Terdakwa meminta uang untuk 
pembayaran Biaya Pengganti Pengelolaan Darah secara bertahap sesuai 
dengan invoice yang diajukan, Terdakwa tidak kunjung membayarkan 
uang Biaya Pengganti Pengelolaan Darah sebesar Rp 38.520.000,- (tiga 
puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada PMI 
Cabang Brebes. Uang yang sudah dimintakan Terdakwa tersebut lalu 




Dari ketiga pembayaran tersebut yang telah diuraikan di atas, setelah 
Terdakwa mendapatkan uang hasil perbuatannya. Terdakwa mempergunakan 
uang yang bukan untuk peruntukkannya, namun uang tersebut dipergunakan 
oleh Terdakwa kepentingan tanpa seijin dari pemiliknya seolah-olah uang 
tersebut adalah miliknya. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk : 
1. Membeli 1 (satu) unit KBM Merk Suzuki, Jenis Karimun, Warna biru 
metalik, No Pol G-93390-G, No ka: MHYHMP315DJ10104, No sin: 
K10BT1001106. 
2. Membeli 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS. 
3. Serta sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bersenangsenang untuk 
jalan-jalan ke Pulau Bali, Jogjakarta dan jalan-jalan ke Brebes. 
Akibat perbuatan dari Terdakwa telah membuat RSIA Permata Insani 
mengalami kerugian sebesar Rp. 445.045.537,- (empat ratus empat puluh lima 
juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar 




1. Pajak PPH 25, 23, 21 yang belum dibayarkan 
Terdakwa. 
374,868,397,- 
2. Biaya pengolahan dan pengangkutan limbah medis 
RSIA Perma Insani yang dilakukan oleh PT GEMA 
PUTRA BUANA yang belum dibayarkan oleh 
Terdakwa. 
20,677,140,- 
3. Pengolahan dan pengangkutan limbah medis RSIA 
Permata Insa yang dilakukan oleh PT ARTAMA 
yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. 
10,980,000,- 
4. BPPD (Biaya Pengganti Pengelolaan Darah) yang 






Terdakwa dalam perkara Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs. tersebut 
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. 
Adapun dakwaan penuntut umum, antara lain: 
1. Primair Pertama, perbuatan Terdakwa Lolo Octora Binti Tomi Harjadinata 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) 
KUH Pidana, yaitu telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang 
dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. 
2.  Primair Kedua, Perbuatan Terdakwa Lolo Octora Binti Tomi Harjadinata 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP jo 
Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan beberapa perbuatan, dengan 
sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu 
barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Tetapi 
yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh 
orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk 
itu meskipun masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan 
Terdakwa. 
3. Subsidiair, Perbuatan Terdakwa Lolo Octora Binti Tomi Harjadinata 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 




sengaja dan melawan hokum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu 
barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi 
yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-
masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun 
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa. 
Berdasarkan dakwaan yang diajukan, tuntutan pidana yang diajukan 
Penuntut Umum pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa Lolo Octora 
Binti Tomi Harjadinata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana ”melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan 
melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang 
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu meskipun masing-
masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 
KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan 
dalam dakwaan Kedua Primair kami, serta menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa Lolo Octora Binti Tomi Harjadinata dengan pidana penjara selama 




selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar 
Terdakwa tetap ditahan. 
Terdakwa dalam perkara tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan 
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan 
alternatif kedua. Sedangkan dakwaan kedua berbentuk Subsidaritas sehingga 
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair 
sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Adapun putusan Hakim dalam perkara tersebut antara lain: 
1. Menyatakan Terdakwa Lolo Octora Binti Tomi Harjadinata tersebut di 
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “penggelapan dalam jabatan secara terus menerus sebagai 
perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun; 
3. Menetapkan penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, menurut penulis tata cara 
pembuktian surat dakwaan dalam bentuk kombinasi, dalam hal ini merupakan 
penggabungan antara alternatif dan subsidair. Pada format alternatif 
pembuktiannya lebih praktis, karena hanya membuktikan salah satu dakwaan, 




Sedangkan pada format subsidair harus dibuktikan dakwaan primairnya 
terlebih dahulu, kemudian bila tidak terbukti baru dibuktikan kembali pada 
dakwaan subsidair dan seterusnya. Di dalam proses pembuktian unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, di dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan kedua primair. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, majelis hakim langsung memilih mempertimbangkan 
dakwaan alternatif kedua primer, karena dakwaan kedua bersifat subsidaritas 
maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair 
sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) 
KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Unsur barang siapa; 
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang 
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan 
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat 
upah untuk itu; 
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. 
 Gabungan dalam pembuatan bentuk surat dakwaan kombinasi yang 




dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak 
pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adanya permasalahan kualifikasi dari 
tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk 
kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Maka surat dakwaan tersebut disusun 
dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat 
lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Pada urutan 
dakwaan tersebut dalam format subsidair telah sesuai dengan kualifikasi berat 
atau kualifikasi ringan, dimana Pasal yang terberat lebih dahulu dicantumkan 
baru kemudian Pasal yang ringan ancaman hukumannya dicantumkan. 
Dakwaan Kedua Primair, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 
ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara sedangkan dakwaan 
Subsidiair dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan 
ancaman hukumannya paling lama empat tahun penjara.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum sanksi 
pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan 
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs adalah Pasal 374 KUH Pidana Jo.Pasal 64 
ayat (1) KUH Pidana dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Majelis hakim sudah benar dalam 
perkara tersebut memilih alternatif kedua dimana perbuatan terdakwa terbukti 
telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara terus 
menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Digunakannnya tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan karena kejahatan tersebut ada kaitannya dengan 





A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana di Indonesia 
diatur dalam KUH Pidana dalam Pasal 372-377. Adapun bentuk-bentuk 
tindak pidana penggelapan tersebut yaitu tindak pidana penggelapan dalam 
bentuk pokok (Pasal 372), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan 
dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374-375), dan penggelapan 
berkaitan dengan wasiat/keluarga (Pasal 376). Ketentuan tentang Pasal 
376 KUH Pidana, maka penggelapan terhadap keluarga merupakan delik 
aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi 
korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak berwenang. 
2. Dasar hukum sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan pada Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs adalah Pasal 374 
KUH Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dengan menjatuhkan 
pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
Majelis hakim sudah benar dalam perkara tersebut memilih alternatif 
kedua dimana perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan secara terus menerus sebagai perbuatan yang 
dilanjutkan. Digunakannnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Hakim mempunyai tanggung jawab besar dalam menjatuhkan sanksi 
hukum di pengadilan. Dengan demikian seorang hakim dalam 
memutuskan suatu perkara harus adil berdasarkan informasi atau fakta- 
fakta yang ada di persidangan agar masing-masing dari pihak tidak 
merasakan ketidakadilan yang pada akhirnya dapat menyebabkan 
ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum. 
2. Adanya berbagai penafsiran tentang lingkup penyalahgunaan jabatan 
membuat kesulitan dalam penegakan hukum bagi hakim terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan jabatan yang berlaku sekarang ini, sehinggga perlu 
untuk memperjelas dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini 
terhadap tindak pidana penyalahgunaan jabatan.   
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